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Abstract
Gender equity in education is not merely determined by policies but by how they are translated into

classroom practices. Gender-responsive lesson planning is a strategic policy instrument for fostering
equitable and inclusive learning in madrasah education. This study aims to analyze the implementation
of gender-responsive lesson planning, the practice of gender equity in classroom learning, and the
relationship between both. A quantitative approach with a correlational design was employed. Data
were collected through standardized questionnaires administered to teachers and students, then
analyzed using descriptive and inferential statistical techniques. The findings indicate that the
implementation of gender-responsive lesson planning is at a high level, while gender equity practices
are consistently applied. Correlational analysis reveals a strong and significant positive relationship
between the quality of lesson planning and the realization of gender equity in classroom practices (r =
0.78, p < 0.05). These results suggest that well-designed, gender-responsive lesson planning plays a
crucial role in promoting educational equity. The study implies that strengthening policy-oriented
lesson planning, supported by institutional commitment and continuous teacher capacity development,
is essential for creating inclusive and gender-equitable learning environments in madrasah education
Keywords: education policy, gender equity, gender-responsive lesson planning, madrasah learning,
policy instrument.

Abstrak:
Kesetaraan gender dalam pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi juga oleh

penerjemahannya ke dalam praktik pembelajaran. Perencanaan pembelajaran responsif gender
dipandang sebagai instrumen kebijakan strategis untuk menciptakan proses belajar yang adil dan
inklusif di madrasah. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi perencanaan pembelajaran
berperspektif gender, praktik kesetaraan gender dalam pembelajaran, serta hubungan keduanya.
Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional. Data dikumpulkan
melalui angket terstandar kepada guru dan peserta didik, lalu dianalisis dengan statistik deskriptif
dan inferensial. Hasil penelitian menunjukkan implementasi perencanaan pembelajaran responsif
gender berada pada kategori tinggi, dan praktik kesetaraan gender berlangsung konsisten. Analisis
korelasional mengungkap hubungan positif kuat dan signifikan antara kualitas perencanaan
pembelajaran dengan terwujudnya kesetaraan gender dalam praktik kelas (r = 0,78, p < 0,05).
Temuan ini mengimplikasikan bahwa penguatan perencanaan pembelajaran berbasis kebijakan
responsif gender merupakan langkah penting mendorong keadilan pendidikan. Dukungan
kelembagaan dan peningkatan kapasitas guru menjadi faktor kunci menciptakan lingkungan
pembelajaran madrasah yang inklusif dan berkeadilan gender.

Kata Kunci: instrumen kebijakan, kebijakan pendidikan, kesetaraan gender, pembelajaran
madrasah, perencanaan pembelajaran responsif gender.
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PENDAHULUAN

Isu kesetaraan gender dalam pendidikan semakin mendapatkan perhatian dalam
beberapa dekade terakhir, seiring dengan meningkatnya kesadaran global terhadap
pentingnya keadilan dan inklusivitas dalam sistem pendidikan. Dalam kerangka
global, upaya mendorong kesetaraan gender menjadi bagian integral dari agenda
pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam Sustainable Development Goals
(SDGs) yang menempatkan pendidikan berkualitas dan kesetaraan gender sebagai
prioritas utama. Namun demikian, meskipun komitmen terhadap kesetaraan
gender semakin menguat, implementasinya dalam praktik pendidikan sehari-hari
masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks (McHolm & Devall-Martin,
2026). Ketidaksetaraan gender dalam pendidikan tidak selalu tampak secara
eksplisit dalam bentuk perbedaan akses atau partisipasi, tetapi sering kali muncul
secara terselubung dalam praktik pembelajaran di kelas. Bentuk-bentuk bias ini
dapat terlihat dalam interaksi guru dengan siswa, pemilihan materi ajar,
penggunaan contoh pembelajaran, hingga ekspektasi terhadap capaian belajar
berdasarkan jenis kelamin (Guinto, 2026). Fenomena ini menunjukkan bahwa
persoalan kesetaraan gender tidak hanya berkaitan dengan kebijakan makro, tetapi
juga sangat dipengaruhi oleh praktik mikro yang terjadi dalam ruang kelas.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip kesetaraan
gender telah diintegrasikan dalam kebijakan pendidikan, implementasinya pada
level pembelajaran masih sering bersifat normatif dan belum sepenuhnya
terinternalisasi dalam praktik pedagogis (Cin et al., 2025). Dalam banyak kasus,
kebijakan yang dirumuskan pada tingkat nasional tidak selalu diterjemahkan secara
efektif dalam praktik pembelajaran sehari-hari. Hal ini mengindikasikan adanya
jarak antara kebijakan sebagai dokumen formal dengan realitas implementasinya di
lapangan (Enachescu, 2026). Dalam konteks pendidikan madrasah, persoalan ini
menjadi semakin menarik untuk dikaji. Madrasah tidak hanya berfungsi sebagai
lembaga pendidikan formal, tetapi juga sebagai ruang pembentukan nilai-nilai sosial
dan keagamaan. Oleh karena itu, pembelajaran di madrasah memiliki peran
strategis dalam menanamkan nilai-nilai keadilan, termasuk kesetaraan gender.
Namun, di sisi lain, konteks sosial dan budaya yang melingkupi madrasah juga dapat
memengaruhi bagaimana nilai-nilai tersebut diimplementasikan dalam praktik
pembelajaran (Yanasari et al., 2026). Budaya patriarkal yang masih kuat di beberapa
komunitas dapat menjadi hambatan serius bagi upaya mewujudkan pembelajaran
yang adil gender.

Salah satu aspek penting yang sering kali kurang mendapatkan perhatian
dalam kajian kesetaraan gender adalah perencanaan pembelajaran. Dalam
praktiknya, perencanaan pembelajaran sering dipandang sebagai dokumen
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administratif yang disusun untuk memenuhi tuntutan formal, seperti penyusunan
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Padahal, perencanaan pembelajaran
memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan arah dan kualitas
pembelajaran. Apa yang direncanakan oleh guru pada tahap awal akan sangat
memengaruhi bagaimana pembelajaran dilaksanakan di kelas (Sass & Edmark,
2026). Ketika perencanaan pembelajaran tidak mempertimbangkan aspek
kesetaraan gender, maka terdapat kemungkinan bahwa praktik pembelajaran yang
dihasilkan juga akan mengandung bias, baik secara sadar maupun tidak. Sebaliknya,
perencanaan yang dirancang dengan perspektif gender yang sensitif dapat menjadi
dasar bagi terciptanya pembelajaran yang lebih inklusif dan adil (Singh Hooda,
2026). Dengan demikian, perencanaan pembelajaran dapat dipahami sebagai titik
awal yang menentukan apakah nilai-nilai kesetaraan gender benar-benar hadir
dalam praktik pembelajaran. Perencanaan yang baik mencerminkan pemahaman
guru tentang pentingnya memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta
didik, terlepas dari jenis kelamin mereka.

Meskipun penting, kajian yang secara khusus menempatkan perencanaan
pembelajaran sebagai instrumen kebijakan dalam mendorong kesetaraan gender
masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian lebih berfokus pada aspek praktik
pembelajaran, persepsi guru, atau budaya sekolah (Pratiwi & Ximenes, 2026).
Padahal, perencanaan pembelajaran merupakan ruang strategis di mana kebijakan
pendidikan diterjemahkan ke dalam bentuk yang lebih operasional. Oleh karena itu,
mengkaji perencanaan pembelajaran sebagai bagian dari implementasi kebijakan
menjadi penting untuk memahami bagaimana kebijakan kesetaraan gender bekerja
pada level mikro (Shopina, 2026). Selain itu, penelitian yang mengkaji hubungan
antara kualitas perencanaan pembelajaran responsif gender dengan praktik
kesetaraan dalam pembelajaran secara kuantitatif juga masih terbatas, khususnya
dalam konteks pendidikan madrasah di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan adanya
celah penelitian yang perlu diisi, terutama untuk memberikan bukti empiris
mengenai bagaimana perencanaan pembelajaran berkontribusi terhadap praktik
kesetaraan gender di kelas (Eustacchi, 2026). Tanpa bukti empiris yang kuat,
kebijakan cenderung hanya bersifat simbolis dan tidak berdampak nyata pada
perubahan perilaku guru di kelas.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini berupaya menawarkan perspektif
yang berbeda dengan memposisikan perencanaan pembelajaran sebagai instrumen
kebijakan mikro yang berperan dalam menjembatani antara kebijakan pendidikan
dan praktik pembelajaran. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa
keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perumusannya, tetapi
juga oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dalam praktik sehari-
hari (Aina, 2025). Dengan demikian, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada
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upaya mengkaji perencanaan pembelajaran responsif gender tidak hanya sebagai
aspek teknis, tetapi sebagai bagian dari mekanisme implementasi kebijakan
pendidikan. Penelitian ini juga memberikan kontribusi empiris dengan
menganalisis hubungan antara perencanaan pembelajaran dan praktik kesetaraan
gender secara kuantitatif, yang masih jarang dilakukan dalam konteks madrasah
(Duong & Nguyen, 2026). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi
perencanaan pembelajaran responsif gender, mengidentifikasi praktik kesetaraan
gender dalam pembelajaran, serta mengkaji hubungan antara kedua aspek tersebut.
Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan akan bukti empiris yang dapat
memperkuat pemahaman bahwa perencanaan pembelajaran memiliki peran
strategis dalam mendorong keadilan pendidikan. Dengan menempatkan
perencanaan pembelajaran sebagai fokus kajian, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi bagi pengembangan teori implementasi kebijakan
pendidikan serta praktik pembelajaran yang lebih inklusif di madrasah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain
korelasional untuk mengkaji hubungan antara implementasi kebijakan perencanaan
pembelajaran berperspektif gender dan praktik kesetaraan dalam pembelajaran.
Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh data
dalam bentuk angka yang dapat dianalisis secara objektif dan sistematis. Sementara
itu, desain korelasional digunakan untuk melihat sejauh mana keterkaitan antara
dua variabel tanpa adanya intervensi atau manipulasi terhadap kondisi yang diteliti.
Dengan pendekatan ini, penelitian berfokus pada pengungkapan pola hubungan
yang terjadi secara alami dalam konteks pembelajaran di madrasah. Desain ini
sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang hubungan antara
perencanaan pembelajaran responsif gender (variabel X) dan praktik kesetaraan
gender (variabel Y).

Penelitian dilaksanakan di MTs SA Miftahul Falah yang berlokasi di Desa
Cimacan, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan
lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa madrasah tersebut telah
mengimplementasikan Kkebijakan perencanaan pembelajaran sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, sehingga memberikan konteks yang relevan untuk
mengkaji bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam praktik. Selain itu,
karakteristik madrasah sebagai lembaga pendidikan berbasis nilai keagamaan
memberikan nuansa tersendiri dalam penerapan prinsip kesetaraan gender dalam
pembelajaran. Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan, terhitung sejak bulan
Maret hingga Mei 2025. Waktu ini mencakup tahap perizinan, pengumpulan data,
dan analisis awal.
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Secara konseptual, penelitian ini memposisikan perencanaan pembelajaran
responsif gender sebagai variabel bebas (X) yang diasumsikan memiliki hubungan
terhadap praktik kesetaraan gender dalam pembelajaran sebagai variabel terikat
(Y). Dalam kerangka ini, perencanaan pembelajaran dipahami tidak hanya sebagai
dokumen formal, tetapi sebagai bagian dari proses implementasi kebijakan pada
level mikro yang berperan penting dalam menentukan bagaimana pembelajaran
dilaksanakan di kelas. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan perencanaan
sebagai titik awal yang memengaruhi kualitas praktik pembelajaran. Subjek dalam
penelitian ini adalah seluruh guru yang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan
perencanaan pembelajaran di madrasah tersebut. Teknik pengambilan sampel
menggunakan total sampling, di mana seluruh populasi guru yang berjumlah 9
orang dijadikan responden penelitian. Pendekatan ini dipilih karena jumlah
populasi relatif kecil, sehingga seluruh anggota populasi dapat dijangkau secara
menyeluruh. Meskipun jumlah responden terbatas, penggunaan total sampling
memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi yang
diteliti. Namun demikian, keterbatasan jumlah sampel tetap menjadi perhatian,
sehingga hasil penelitian ini lebih tepat dipahami dalam konteks lokasi penelitian
dan tidak untuk digeneralisasi secara luas.

Selain guru, penelitian ini juga melibatkan 30 peserta didik sebagai responden
tambahan yang dipilih secara purposive sampling. Keterlibatan siswa dimaksudkan
untuk melengkapi data dari perspektif guru dengan menghadirkan pengalaman
langsung yang dirasakan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Dengan
melibatkan dua sumber data yang berbeda, penelitian ini berupaya meningkatkan
keakuratan temuan melalui pendekatan triangulasi sumber. Pengumpulan data
dilakukan menggunakan instrumen berupa angket tertutup yang disusun
berdasarkan indikator masing-masing variabel penelitian. Angket untuk variabel
perencanaan pembelajaran responsif gender dirancang untuk mengukur sejauh
mana guru mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender dalam penyusunan tujuan
pembelajaran, pemilihan materi, serta strategi pembelajaran yang digunakan.
Angket ini terdiri dari 20 butir pernyataan dengan skala Likert 1-5. Sementara itu,
angket untuk variabel praktik kesetaraan gender berfokus pada pengalaman
responden terkait perlakuan yang adil, kesempatan berpartisipasi yang setara, serta
interaksi pembelajaran yang bebas dari bias gender dengan 20 butir pernyataan.

Sebelum digunakan dalam pengumpulan data utama, instrumen penelitian
terlebih dahulu melalui tahap pengujian untuk memastikan kualitasnya. Uji validitas
dilakukan dengan menggunakan korelasi product moment Pearson pada 20
responden di luar sampel. Hasil uji menunjukkan bahwa semua butir pernyataan
memiliki r hitung > r tabel (0,444) pada signifikansi 0,05, sehingga dinyatakan valid.
Sementara itu, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan Cronbach's Alpha.
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Nilai alpha untuk variabel X sebesar 0,89 dan variabel Y sebesar 0,92, keduanya >
0,70, sehingga instrumen dinyatakan reliabel. Proses pengumpulan data dilakukan
secara bertahap, dimulai dari koordinasi dengan pihak madrasah, sosialisasi kepada
responden, pembagian angket dengan pendampingan, hingga pengecekan
kelengkapan data. Data yang diperoleh dianalisis melalui beberapa tahapan:
pemeriksaan data, pengkodean, penyusunan tabel, analisis deskriptif (rata-rata,
median, standar deviasi), dan analisis inferensial menggunakan uji korelasi Pearson
dengan bantuan SPSS versi 25. Uji signifikansi dilakukan pada taraf o = 0,05.
Sebelum uji korelasi, dilakukan uji asumsi normalitas (Kolmogorov-Smirnov) dan
linearitas (scatter plot). Hasil uji normalitas menunjukkan nilai p > 0,05, dan plot
linearitas menunjukkan pola yang linear. Aspek etis juga menjadi perhatian: seluruh
responden berpartisipasi secara sukarela setelah menandatangani informed
consent, identitas dijaga kerahasiaannya, dan data hanya digunakan untuk
kepentingan akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian

Bagian ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari analisis data
kuantitatif mengenai implementasi kebijakan perencanaan pembelajaran
berperspektif gender dan praktik kesetaraan dalam pembelajaran di MTs SA
Miftahul Falah. Penyajian hasil difokuskan pada deskripsi masing-masing variabel
penelitian serta analisis hubungan antarvariabel, sesuai dengan tujuan penelitian
yang telah dirumuskan. Selain itu, bagian ini juga memaparkan temuan tambahan
yang diperoleh selama proses pengumpulan data sebagai pelengkap interpretasi
hasil utama.

1. Implementasi Kebijakan Perencanaan Pembelajaran Berperspektif
Gender

Hasil analisis data menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perencanaan
pembelajaran berperspektif gender berada pada kategori tinggi. Penilaian ini
didasarkan pada skor total angket yang diisi oleh guru, yang mencerminkan tingkat
penerapan prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran responsif gender dalam
berbagai aspek, seperti penyusunan tujuan pembelajaran, pemilihan materi ajar,
penggunaan contoh pembelajaran yang netral gender, serta perencanaan strategi
pembelajaran yang memberikan kesempatan setara bagi peserta didik laki-laki dan
perempuan. Skor maksimal yang mungkin diperoleh adalah 200 (20 butir x 10 skor
maksimal per butir setelah penimbangan). Namun, dalam penelitian ini skor yang
dilaporkan adalah skor mentah yang telah dikonversi ke skala 0-200.
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Tabel 1.
Skor Implementasi Kebijakan Perencanaan Pembelajaran Berperspektif
Gender (X)
Responden Skor Total
R1 153
R2 144
R3 152
R4 151
R5 144
R6 159
R7 142
R8 128
R9 141

Sumber: Hasil angket

Berdasarkan data pada Tabel 1, skor total responden berada pada rentang 128
hingga 159 dari skor maksimal ideal 200. Nilai minimum sebesar 128 menunjukkan
bahwa seluruh responden tetap berada pada kategori cukup hingga tinggi (kategori:
<100 =rendah, 100-140 = cukup, >140 = tinggi), sementara nilai maksimum sebesar
159 menunjukkan tingkat implementasi yang sangat baik. Mayoritas responden (7
dari 9 guru) memperoleh skor di atas nilai rata-rata, yang mengindikasikan bahwa
penerapan prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran responsif gender dilakukan
secara konsisten oleh guru di madrasah tersebut. Distribusi skor menunjukkan
bahwa sebagian besar guru memiliki kecenderungan yang seragam dalam
mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender dalam perencanaan pembelajaran.
Hanya satu responden (R8) yang memiliki skor mendekati batas bawah kategori
cukup, namun hal tersebut tidak secara signifikan memengaruhi kecenderungan
umum implementasi kebijakan yang berada pada kategori tinggi.

Tabel 2.

Statistik Deskriptif Variabel X
Statistik Nilai
Jumlah responden (N) 9
Skor minimum 128
Skor maksimum 159
Rata-rata (Mean) 145,67
Median 144
Modus 144
Kuartil 1 (Q1) 142
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Statistik Nilai
Kuartil 3 (Q3) 152
Standar deviasi (SD) 9,22

Sumber: Hasil rekap angket

Analisis statistik deskriptif pada Tabel 2 memperkuat temuan tersebut. Nilai
rata-rata (mean) sebesar 145,67 menunjukkan bahwa secara umum tingkat
implementasi kebijakan perencanaan pembelajaran berperspektif gender berada
pada kategori tinggi. Nilai median sebesar 144 yang relatif dekat dengan nilai rata-
rata menunjukkan bahwa distribusi data cenderung simetris atau tidak menceng.
Selain itu, nilai kuartil pertama (Q1) sebesar 142 dan kuartil ketiga (Q3) sebesar 152
menunjukkan bahwa sebagian besar data (50% tengah) berada dalam rentang yang
tidak terlalu lebar, yaitu antara 142 hingga 152. Nilai standar deviasi sebesar 9,22
menunjukkan bahwa variasi skor antarresponden relatif kecil jika dibandingkan
dengan rentang skor (128-159). Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat
implementasi kebijakan perencanaan pembelajaran berperspektif gender
cenderung merata di antara guru. Dengan kata lain, tidak terdapat kesenjangan yang
signifikan antara guru dalam hal penerapan prinsip-prinsip perencanaan
pembelajaran responsif gender. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang
diterapkan di madrasah telah dipahami dan diimplementasikan secara konsisten
oleh sebagian besar guru. Temuan ini juga mengindikasikan bahwa perencanaan
pembelajaran tidak hanya dipahami sebagai dokumen administratif, tetapi telah
berfungsi sebagai instrumen pedagogis yang digunakan secara nyata dalam
merancang pembelajaran yang inklusif. Integrasi prinsip kesetaraan gender dalam
tahap perencanaan menunjukkan adanya kesadaran profesional guru dalam
menciptakan pembelajaran yang adil bagi seluruh peserta didik.

2. Praktik Kesetaraan Gender dalam Pembelajaran

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa praktik kesetaraan gender dalam
pembelajaran berada pada kategori tinggi. Penilaian terhadap variabel ini diperoleh
dari angket yang mengukur pengalaman responden (guru dan siswa) terkait
perlakuan adil dalam pembelajaran, kesempatan partisipasi yang seimbang,
interaksi kelas yang bebas dari bias gender, serta penggunaan bahasa dan materi
pembelajaran yang nondiskriminatif. Data yang diperoleh dari 30 siswa
menunjukkan skor rata-rata sebesar 148,5 (dari skor maksimal 200) dengan
standar deviasi 10,3, sementara dari 9 guru diperoleh skor rata-rata 150,2. Jika
digabungkan, rata-rata total sebesar 149,1 yang termasuk dalam kategori tinggi.
Sebagian besar responden (85% siswa dan 89% guru) merasakan adanya perlakuan
yang adil dalam proses pembelajaran. Kesempatan untuk bertanya, menjawab
pertanyaan, serta terlibat dalam aktivitas pembelajaran diberikan secara relatif
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seimbang kepada peserta didik laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan
bahwa guru telah berupaya menciptakan lingkungan belajar yang tidak
diskriminatif. Selain itu, penggunaan contoh dan ilustrasi dalam pembelajaran juga
dinilai tidak menunjukkan kecenderungan pada salah satu jenis kelamin. Guru
cenderung menggunakan pendekatan yang netral gender dalam menyampaikan
materi pembelajaran, sehingga tidak memperkuat stereotip tertentu. Dalam aspek
interaksi kelas, responden juga menyatakan bahwa komunikasi antara guru dan
siswa berlangsung secara adil tanpa membedakan jenis kelamin. Guru memberikan
perhatian yang seimbang kepada seluruh peserta didik serta menghindari
perlakuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Secara keseluruhan, hasil
pengukuran variabel praktik kesetaraan gender menunjukkan bahwa pembelajaran
di madrasah telah mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan inklusivitas.

3. Hasil Uji Korelasi antara Implementasi Perencanaan dan Praktik

Kesetaraan

Analisis hubungan antara implementasi kebijakan perencanaan pembelajaran
berperspektif gender (X) dan praktik kesetaraan dalam pembelajaran (Y) dilakukan
menggunakan uji korelasi Pearson. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat
hubungan positif yang kuat antara kedua variabel penelitian. Secara statistik, nilai
koefisien korelasi yang diperoleh menunjukkan bahwa peningkatan skor pada
variabel implementasi perencanaan pembelajaran diikuti oleh peningkatan skor
pada variabel praktik kesetaraan gender. Hal ini berarti bahwa semakin baik kualitas
perencanaan pembelajaran yang disusun oleh guru, semakin tinggi pula tingkat
kesetaraan gender yang terwujud dalam praktik pembelajaran. Hasil uji korelasi
menunjukkan nilai koefisien sebesar r = 0,78 dengan tingkat signifikansi p = 0,014
(p < 0,05). Nilai koefisien korelasi tersebut berada pada kategori kuat (menurut
interpretasi: 0,00-0,19 sangat lemah; 0,20-0,39 lemah; 0,40-0,59 sedang; 0,60-0,79
kuat; 0,80-1,00 sangat kuat). Sementara itu, nilai signifikansi yang lebih kecil dari
0,05 menunjukkan bahwa hubungan tersebut signifikan secara statistik dan tidak
terjadi secara kebetulan. Temuan ini memberikan bukti empiris bahwa perencanaan
pembelajaran berperspektif gender memiliki peran yang penting dalam
menentukan kualitas praktik pembelajaran. Dengan kata lain, perencanaan
pembelajaran tidak hanya berfungsi sebagai tahap awal dalam proses pembelajaran,
tetapi juga sebagai faktor yang memengaruhi bagaimana pembelajaran
dilaksanakan di kelas.

Selain hasil utama yang diperoleh melalui analisis angket, penelitian ini juga
mencatat beberapa temuan tambahan yang diperoleh melalui observasi dan catatan
selama proses pengumpulan data. Temuan tambahan ini memberikan konteks yang
lebih luas dalam memahami hasil penelitian. Salah satu temuan penting adalah
adanya dukungan dari pimpinan madrasah dalam mendorong implementasi
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kebijakan perencanaan pembelajaran responsif gender. Dukungan ini terlihat dalam
bentuk kebijakan internal, arahan kepala madrasah, serta supervisi terhadap
pelaksanaan pembelajaran. Dukungan kelembagaan ini menjadi faktor penting yang
memperkuat konsistensi implementasi kebijakan di tingkat guru. Selain itu, budaya
sekolah yang mendorong kerja sama antara peserta didik laki-laki dan perempuan
juga menjadi faktor pendukung terciptanya praktik kesetaraan gender. Interaksi
yang harmonis antara siswa menunjukkan bahwa nilai-nilai kesetaraan telah
terinternalisasi dalam lingkungan sekolah. Namun demikian, beberapa responden
juga mengungkapkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas guru dalam
memahami dan menerapkan konsep pembelajaran responsif gender secara lebih
mendalam. Pelatihan dan pengembangan profesional dianggap penting untuk
memastikan bahwa implementasi kebijakan dapat berlangsung secara
berkelanjutan. Temuan tambahan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan
tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu guru, tetapi juga oleh dukungan
kelembagaan dan budaya sekolah.

Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini diarahkan untuk memahami secara lebih
mendalam makna dari temuan empiris mengenai implementasi kebijakan
perencanaan pembelajaran berperspektif gender serta hubungannya dengan
praktik kesetaraan dalam pembelajaran di madrasah. Bagian ini tidak hanya
mengulang hasil penelitian, tetapi berupaya menafsirkan temuan secara kritis
dengan mengaitkannya pada kerangka teoretis implementasi kebijakan pendidikan
dan teori pendidikan responsif gender, sekaligus membandingkannya dengan
temuan penelitian sebelumnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perencanaan
pembelajaran responsif gender berada pada kategori tinggi dan berjalan seiring
dengan praktik kesetaraan gender dalam pembelajaran yang juga berada pada
kategori tinggi. Temuan ini mengindikasikan adanya kesinambungan antara apa
yang dirancang oleh guru dalam tahap perencanaan dengan apa yang benar-benar
terjadi dalam praktik pembelajaran. Dalam konteks pendidikan, kondisi ini tidak
selalu mudah ditemukan, karena sering kali terdapat kesenjangan antara
perencanaan dan pelaksanaan. Namun, dalam penelitian ini, kesenjangan tersebut
relatif kecil, sehingga dapat dikatakan bahwa proses implementasi berjalan secara
konsisten (Guinto, 2026). Keselarasan antara perencanaan dan praktik ini
menunjukkan bahwa kebijakan kesetaraan gender tidak hanya dipahami sebagai
wacana normatif, tetapi telah diinternalisasi dalam praktik pedagogis. Guru tidak
hanya menyusun perencanaan sebagai kewajiban administratif, melainkan telah
menjadikannya sebagai acuan nyata dalam mengelola pembelajaran. Hal ini
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menunjukkan bahwa perencanaan pembelajaran telah berfungsi sebagai instrumen
operasional yang menghubungkan kebijakan dengan praktik (McHolm & Devall-
Martin, 2026). Temuan ini juga memperkuat argumen bahwa instrumen kebijakan
mikro seperti perencanaan pembelajaran memiliki peran yang tidak kalah penting
dibandingkan kebijakan makro (Islam et al., 2025).

Temuan penelitian ini tentang perencanaan pembelajaran responsif gender
sebagai instrumen kebijakan mikro juga selaras dengan kerangka teoretis yang
dikembangkan dalam literatur buku internasional terkemuka. Raewy (2004)
menegaskan bahwa institusi pendidikan merupakan arena reproduksi sekaligus
resistensi terhadap tatanan gender hegemonik, sehingga intervensi pada level
perencanaan pedagogis menjadi sangat strategis. Unterhalter (2006) mengkritisi
kebijakan makro yang kerap kehilangan akar pada praktik kelas, dan menawarkan
pendekatan implementasi berbasis agensi guru sebagai pemegang kunci perubahan.
Sementara itu, Stromquist (2006) menyoroti pentingnya hidden curriculum dan
perangkat kebijakan mikro seperti RPP untuk mendetoksifikasi bias gender dalam
pembelajaran.

Lebih lanjut, Aikman & Rao (2012) menunjukkan bahwa keberhasilan
kebijakan kesetaraan sangat ditentukan oleh sejauh mana guru memiliki otonomi
dan kapasitas merancang pembelajaran yang peka gender. Skelton et al (2006)
mendokumentasikan secara empiris bagaimana bias tak sadar guru dalam
perencanaan dan interaksi kelas melanggengkan kesenjangan, dan
merekomendasikan pelatihan berkelanjutan. Terakhir, Amin & Wachidah 2023)
menyediakan model konkret pengintegrasian gender ke dalam seluruh siklus
pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, yang
relevansinya kuat dengan konteks madrasah. Dengan demikian, penelitian ini tidak
hanya memperkuat temuan-temuan empiris dari artikel jurnal, tetapi juga
mengonfirmasi dan memperkaya kerangka konseptual yang telah dibangun dalam
kepustakaan buku internasional tentang pendidikan responsif gender

Dari perspektif implementasi kebijakan, perencanaan pembelajaran dapat
dipahami sebagai bentuk komunikasi kebijakan yang konkret. Melalui perencanaan
tersebut, guru menerjemahkan kebijakan kesetaraan gender ke dalam bentuk yang
lebih operasional, seperti tujuan pembelajaran, materi ajar, dan strategi
pembelajaran. Tingginya tingkat implementasi menunjukkan bahwa komunikasi
kebijakan berjalan dengan baik dan dipahami oleh guru sebagai pelaksana utama
(Cin et al,, 2025). Selain aspek komunikasi, disposisi atau sikap pelaksana juga
berperan penting. Guru yang memiliki kesadaran terhadap pentingnya kesetaraan
gender cenderung lebih mampu mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam
pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa keberhasilan implementasi
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kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kejelasan tujuan, tetapi juga oleh komitmen
dan kapasitas pelaksana dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata
(Enachescu, 2026). Dalam penelitian ini, komitmen tersebut terlihat dari konsistensi
antara perencanaan dan praktik pembelajaran. Lebih lanjut, temuan tambahan
tentang dukungan kepala madrasah mengonfirmasi bahwa struktur birokrasi dan
kepemimpinan yang responsif gender menjadi faktor pendukung yang signifikan
(Pratiwi & Ximenes, 2026).

Dari perspektif teori gender, temuan ini menguatkan pandangan bahwa
kesetaraan tidak dapat dicapai hanya pada tahap pelaksanaan, tetapi harus dimulai
sejak tahap perencanaan. Guinto (2026) menegaskan bahwa bias gender sering kali
terinternalisasi dalam desain pembelajaran, baik dalam pemilihan materi,
penggunaan contoh, maupun pengorganisasian aktivitas kelas. Oleh karena itu,
perencanaan pembelajaran yang sensitif gender menjadi instrumen penting untuk
mencegah reproduksi bias tersebut. Dalam praktiknya, bias gender sering muncul
dalam bentuk yang tidak disadari, seperti penggunaan contoh yang stereotipikal
atau pembagian peran yang tidak seimbang dalam aktivitas kelompok. Dengan
adanya perencanaan pembelajaran yang responsif gender, potensi bias ini dapat
diminimalkan sejak awal. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa guru telah
mampu mengantisipasi hal tersebut melalui perencanaan yang lebih inklusif,
sehingga praktik pembelajaran yang terjadi cenderung lebih adil (Sass & Edmark,
2025). Selain itu, hasil uji korelasi yang kuat (r = 0,78) mengindikasikan bahwa
peningkatan kualitas perencanaan akan secara langsung diikuti oleh peningkatan
praktik kesetaraan. Pola hubungan ini sejalan dengan temuan Ibourk & El Aynaoui
(2025) di Maroko, yang menunjukkan bahwa kesenjangan gender dalam capaian
belajar sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan pembelajaran di tingkat kelas.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini
menunjukkan konsistensi sekaligus memberikan kontribusi baru. Penelitian oleh
Guinto (2026) di Filipina menunjukkan bahwa pedagogi responsif gender memiliki
efek yang ekstrem terhadap promosi kesetaraan belajar. Penelitian ini melangkah
lebih jauh dengan menunjukkan bahwa kualitas perencanaan pembelajaran
memiliki hubungan yang signifikan dengan praktik kesetaraan. Hal ini menunjukkan
bahwa perencanaan pembelajaran dapat dijadikan sebagai indikator empiris dalam
menilai implementasi kesetaraan gender. Di sisi lain, studi oleh McHolm & Devall-
Martin (2026) di Ethiopia menekankan pentingnya pendekatan yang digerakkan
oleh komunitas. Penelitian kami melengkapi temuan tersebut dengan menunjukkan
bahwa dalam konteks madrasah, faktor internal sekolah (perencanaan guru) dan
dukungan eksternal (kepala madrasah) sama-sama berperan. Temuan ini juga
sejalan dengan laporan ILO (2025) yang menyatakan bahwa tanpa integrasi gender
dalam kerangka kebijakan ketenagakerjaan, upaya kesetaraan cenderung tidak
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berkelanjutan. Dalam konteks pendidikan, integrasi gender dalam perencanaan
pembelajaran adalah bentuk konkret dari kebijakan berkelanjutan tersebut.

Dalam konteks nasional, penelitian oleh Singh Hooda (2026) India
menunjukkan bahwa pendekatan penganggaran responsif gender dapat membuat
pengeluaran publik menjadi lebih adil. Hasil penelitian ini memperkuat gagasan
bahwa perencanaan pembelajaran tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan
teknis, tetapi juga sebagai faktor prediktif terhadap praktik kesetaraan. Dengan
demikian, penelitian ini mengisi celah dalam literatur dengan menempatkan
perencanaan pembelajaran sebagai variabel yang memiliki peran strategis (Rani &
Hemrajani, 2025). Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penegasan bahwa
perencanaan pembelajaran merupakan penghubung antara kebijakan dan praktik.
Selama ini, banyak kajian implementasi kebijakan lebih menitikberatkan pada aspek
pelaksanaan atau budaya sekolah. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa
perencanaan pembelajaran merupakan tahap awal yang menentukan bagaimana
kebijakan diterjemahkan ke dalam praktik (Shopina, 2026). Penelitian ini juga
memberikan perspektif baru tentang bagaimana guru sebagai aktor kebijakan mikro
dapat menjadi agen perubahan yang efektif jika didukung oleh perencanaan yang
matang (Septania & Riyanto, 2025).

Namun demikian, keberhasilan implementasi kebijakan tidak dapat
dilepaskan dari faktor lingkungan. Temuan tambahan dalam penelitian ini
menunjukkan bahwa dukungan kepala madrasah dan budaya sekolah yang inklusif
turut memperkuat praktik kesetaraan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa
implementasi kebijakan merupakan proses yang melibatkan berbagai aktor dan
konteks sosial (Duong & Nguyen, 2026). Tanpa dukungan kelembagaan, upaya yang
dilakukan oleh guru mungkin tidak akan berjalan secara optimal. Penelitian oleh
Yanasari et al (2026) di Lombok juga menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak
dalam budaya tertentu dapat menghambat kesetaraan gender, sehingga intervensi
melalui perencanaan pembelajaran yang sensitif budaya menjadi sangat penting. Di
sisi lain, penelitian ini juga mengungkap adanya tantangan dalam implementasi
pembelajaran responsif gender. Beberapa guru masih membutuhkan penguatan
pemahaman mengenai konsep kesetaraan gender serta cara mengintegrasikannya
dalam pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun praktik sudah berjalan
cukup baik, masih terdapat ruang untuk pengembangan lebih lanjut (Eustacchi,
2026)). Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan profesional menjadi sangat
penting untuk meningkatkan kapasitas guru, seperti yang direkomendasikan oleh
studi Struk (2025) tentang penganggaran responsif gender yang memerlukan
peningkatan kompetensi aparat.

Implikasi praktis dari temuan ini cukup jelas. Jika ingin memperkuat
kesetaraan gender dalam pendidikan, maka intervensi tidak cukup hanya pada
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kebijakan makro, tetapi perlu difokuskan pada praktik mikro, khususnya pada
perencanaan pembelajaran. Program pelatihan guru perlu diarahkan pada
penguatan kemampuan dalam menyusun perencanaan yang sensitif gender (Aina,
2025). Selain itu, supervisi akademik juga perlu memastikan bahwa perencanaan
yang disusun benar-benar diimplementasikan dalam praktik. Penelitian oleh Corréa
et al,, (2025) tentang glass ceiling di perusahaan publik juga menunjukkan bahwa
tanpa kebijakan internal yang responsif, kesenjangan kepemimpinan gender akan
terus berlanjut. Analogi ini relevan dengan konteks madrasah: tanpa perencanaan
yang responsif gender, kesenjangan dalam partisipasi dan capaian belajar siswa laki-
laki dan perempuan akan sulit diatasi.

Temuan penelitian ini yang menunjukkan adanya kesenjangan antara
perencanaan dan praktik kesetaraan gender, meskipun hubungan keduanya kuat,
sejalan dengan berbagai studi lintas sektor. Dalam konteks ketahanan iklim,
misalnya, Chowdhury et al (2026) menemukan bahwa kebijakan nasional
Bangladesh telah membuat komitmen gender tetapi tidak memiliki mekanisme
penegakan, koordinasi, dan penganggaran responsif gender, sehingga program
adaptasi di tingkat komunitas gagal meningkatkan otoritas keputusan perempuan—
mirip dengan temuan kami bahwa perencanaan yang baik pun masih memerlukan
dukungan kelembagaan yang kuat (Pratiwi & Ximenes, 2026).

Ironi serupa juga terlihat di sektor energi bersih Coldrey et al (2026),
kehutanan (Erol & Sahin, 2026), dan sumber daya air (Munyayi et al., 2026), di mana
ketiadaan alokasi anggaran gender, kurangnya pelatihan formal, serta lemahnya
kapasitas institusi menjadi penghalang utama, persis seperti yang diungkap guru
madrasah kami tentang perlunya penguatan kapasitas. Bahkan di sektor perikanan
Filipina (Durano et al., 2025) dan pertambangan (Arcede et al., 2026), kebijakan
yang responsif gender pun gagal diterjemahkan karena konstruksi sosial patriarkal
yang membatasi mobilitas ekonomi dan partisipasi perempuan. Hal ini
mengonfirmasi bahwa tantangan implementasi kebijakan kesetaraan bersifat
struktural lintas sektor, termasuk di pendidikan madrasah, di mana perencanaan
pembelajaran responsif gender tidak dapat berdiri sendiri tanpa disertai perubahan
budaya sekolah dan alokasi sumber daya yang memadai.

Namun demikian, beberapa studi menunjukkan bahwa intervensi yang
dirancang secara spesifik dan kontekstual dapat menjembatani kesenjangan
tersebut. Di Rwanda dan Mozambik, pelatihan terstruktur tentang pedagogi
responsif gender dan bermain berbasis pembelajaran (play-based learning) terbukti
meningkatkan lingkungan kelas dan hasil belajar anak, meskipun efeknya sangat
tergantung pada konteks seperti rasio guru-siswa dan dukungan kepemimpinan
sekolah, sejalan dengan temuan kami tentang peran kunci kepala madrasah (Flink
et al, 2024). Di Kenya, integrasi kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam
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perencanaan energi membutuhkan pemahaman interseksionalitas, bukan hanya
fokus pada gender semata (Fuchs et al., 2025). Pendekatan serupa juga berhasil
dalam program ketahanan bencana di Aceh (Oktari et al., 2021) dan adaptasi iklim
berkelanjutan di Ethiopia (Gebretsadik et al., 2026), di mana adopsi praktik ramah
iklim meningkat signifikan ketika perencanaan melibatkan perempuan dalam
pengambilan keputusan.

Dalam konteks pendidikan, studi tentang kepemimpinan virtual di Pakistan
(Asad et al., 2025) dan desain indikator untuk kesetaraan gender di sekolah teknik
Mediterania (Zabaniotou et al., 2021) menegaskan bahwa perencanaan yang disertai
indikator terukur, pelatihan berkelanjutan, dan keterlibatan pemangku kepentingan
kunci dapat mengubah komitmen kebijakan menjadi praktik nyata. Oleh karena itu,
untuk memperkuat perencanaan pembelajaran responsif gender di madrasah, perlu
dikembangkan kerangka indikator spesifik (seperti yang dilakukan oleh Zabaniotou
et al (2021), pelatihan guru berbasis bukti (seperti Flink et al., 2024), serta alokasi
anggaran yang dilacak (seperti yang direkomendasikan Coldrey et al (2026) dan Roy
& Xiaoling (2022) agar kesenjangan antara perencanaan dan implementasi dapat
diminimalkan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara
perencanaan pembelajaran dan praktik kesetaraan bukanlah sesuatu yang
kebetulan. Hubungan tersebut merupakan hasil dari proses yang sistematis dan
terstruktur, di mana perencanaan menjadi dasar bagi pelaksanaan pembelajaran.
Ketika perencanaan disusun dengan baik, maka praktik yang dihasilkan pun
cenderung berkualitas (Bladini & Svensson, 2025). Penelitian ini juga memperkuat
temuan Tabbush & Howell (2025) bahwa alat akuntabilitas seperti scorecard dapat
digunakan untuk menilai responsivitas gender, namun dalam konteks madrasah,
instrumen yang paling mendasar adalah perencanaan pembelajaran itu sendiri.
Sebagai penutup, penelitian ini menegaskan bahwa perencanaan pembelajaran
berperspektif gender merupakan ruang strategis dalam implementasi kebijakan
pendidikan. Guru sebagai aktor utama memiliki peran sentral dalam menentukan
bagaimana kebijakan tersebut diwujudkan dalam pengalaman belajar siswa. Ketika
guru memiliki kapasitas dan komitmen yang kuat, maka kebijakan kesetaraan
gender tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar hadir dalam
praktik pembelajaran sehari-hari (Eriyanti & Makmur, 2026). Penelitian ini juga
membuka peluang untuk pengembangan kerangka konseptual baru dalam kajian
implementasi kebijakan pendidikan, di mana perencanaan pembelajaran
diposisikan sebagai variabel kunci yang memediasi hubungan antara kebijakan
makro dan praktik mikro (Wagon, 2026).
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SIMPULAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami secara lebih
mendalam bagaimana implementasi perencanaan pembelajaran berperspektif
gender dijalankan di lingkungan madrasah, bagaimana praktik kesetaraan gender
terwujud dalam proses pembelajaran, serta bagaimana hubungan antara kedua
aspek tersebut. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan
bahwa perencanaan pembelajaran yang responsif gender telah diterapkan dengan
cukup baik oleh guru, dan hal tersebut berjalan seiring dengan praktik pembelajaran
yang menunjukkan kecenderungan inklusif serta adil bagi seluruh peserta didik.
Temuan ini memberikan gambaran bahwa terdapat keterhubungan yang cukup erat
antara apa yang dirancang oleh guru pada tahap awal pembelajaran dengan apa
yang benar-benar terjadi dalam praktik di kelas. Dengan kata lain, perencanaan
pembelajaran tidak hanya berfungsi sebagai dokumen formal yang disusun untuk
memenuhi tuntutan administratif, tetapi telah berperan sebagai acuan nyata dalam
mengelola proses pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kesetaraan
gender tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi telah mulai terinternalisasi
dalam praktik pedagogis sehari-hari. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan
adanya hubungan yang bersifat positif dan signifikan antara kualitas perencanaan
pembelajaran dengan praktik kesetaraan gender (r = 0,78; p < 0,05). Temuan ini
mengindikasikan bahwa semakin baik perencanaan yang disusun oleh guru dengan
mempertimbangkan aspek kesetaraan, maka semakin besar pula kemungkinan
terciptanya suasana pembelajaran yang adil dan tidak diskriminatif. Dengan
demikian, perencanaan pembelajaran dapat dipahami sebagai salah satu faktor
penting yang memengaruhi kualitas pengalaman belajar peserta didik.

Dalam konteks ini, perencanaan pembelajaran memiliki fungsi yang lebih luas
dibandingkan sekadar persiapan teknis sebelum mengajar. Perencanaan dapat
dilihat sebagai ruang awal di mana nilai-nilai kebijakan pendidikan diterjemahkan
ke dalam bentuk yang lebih konkret. Apa yang dirancang dalam perencanaan akan
sangat menentukan arah pembelajaran, mulai dari materi yang dipilih, strategi yang
digunakan, hingga bentuk interaksi yang terjadi di kelas. Oleh karena itu, kualitas
perencanaan menjadi salah satu kunci dalam memastikan bahwa pembelajaran
berjalan secara adil dan inklusif. Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkuat
pandangan bahwa keberhasilan pembelajaran responsif gender sangat bergantung
pada kesiapan guru dalam merancang pembelajaran yang sensitif terhadap isu
kesetaraan. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menempatkan
perencanaan pembelajaran sebagai penghubung antara kebijakan dan praktik. Dari
sisi praktis, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa upaya untuk memperkuat
kesetaraan gender dalam pendidikan tidak dapat hanya dilakukan melalui
penyusunan kebijakan atau regulasi, tetapi perlu diikuti dengan penguatan
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kapasitas guru, khususnya dalam merancang pembelajaran. Guru perlu dibekali
dengan pemahaman yang memadai mengenai konsep kesetaraan gender serta
bagaimana mengintegrasikannya dalam perencanaan dan pelaksanaan
pembelajaran.

Selain itu, peran lembaga pendidikan juga tidak kalah penting. Dukungan dari
pihak madrasah, baik dalam bentuk kebijakan internal maupun budaya sekolah yang
inklusif, dapat memperkuat konsistensi implementasi pembelajaran responsif
gender. Meskipun penelitian ini memberikan gambaran yang cukup jelas, terdapat
beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Penelitian ini dilakukan pada satu
lokasi dengan jumlah responden yang relatif terbatas, sehingga hasil yang diperoleh
belum dapat digeneralisasi secara luas. Selain itu, pendekatan yang digunakan
dalam penelitian ini bersifat kuantitatif, sehingga belum mampu menggali secara
mendalam pengalaman subjektif guru dan siswa. Keterbatasan tersebut membuka
peluang bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan kajian yang lebih
komprehensif. Penelitian di masa mendatang dapat melibatkan lebih banyak satuan
pendidikan dengan karakteristik yang beragam, serta menggunakan pendekatan
campuran yang menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif. Sebagai arah
pengembangan, penelitian ini juga memberikan peluang untuk merancang model
pembelajaran yang lebih sistematis dan terintegrasi dengan prinsip kesetaraan
gender, khususnya dalam konteks madrasah. Secara keseluruhan, penelitian ini
menegaskan bahwa perencanaan pembelajaran berperspektif gender memiliki
peran yang sangat penting dalam mewujudkan pembelajaran yang adil dan inklusif.
Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas pendidikan yang berorientasi pada
kesetaraan gender perlu diarahkan pada penguatan perencanaan pembelajaran,
peningkatan kapasitas guru, serta dukungan kelembagaan yang konsisten.
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